
BUPATI PESAWARAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengangsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Pesawaran;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130,Tambahan Lembaran Negara Nomor  5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000  tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah  Nomor  91  Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5179);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 1);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun
2011tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran  Daerah Kabupaten  Pesawaran Tahun  2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 16);

18. Peraturan Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Pesawaran  (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2011Nomor  05,Tambahan Lembar  Daerah
Kabupaten Pesawaran 18);

19. Peraturan Daerah  Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah KabupatenPesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati besertaP erangkat Daerah
sebagai unsu rpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pesawaran.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

4. Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumidan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain keKas Daerah melalui tempat embayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam :

(1) SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dan
diterimanya SKPD, STPD oleh wajib pajak.

Pasal 3

(1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati, dapat
memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dimohonkan Wajib Pajak.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau
penundaan pembayaran Utang Pajak.



Pasal 4

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (1) dapat  diajukan oleh wajib pajak yang mengalami
kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan
di luar kekuasannya sehingga wajib pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 5

(1) Pengangsuran atas pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diberikan dengan
ketentuan :

a. pengangsuran dilakukan paling banyak 4 (empat) kali
dalam tahun berjalan sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Pengangsuran; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT,
SKPD, atau STPD.

(2) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan  dalam jangka waktu
paling lama sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun
berjalan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan.

Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)  ditentukan
sesuai kesanggupan wajib pajak yang dicantumkan dalam
Surat Keputusan.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) ditentukan
sebesar Utang Pajak yang ditunda pembayarannya ditambah
denda 2 % (dua persen) per bulan.

Pasal 7

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam     Pasal 3
harus memenuhi persyaratan :

a. satu permohonan untuk satu objek pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahsa Indonesia kepada Bupati
melalui Kepala Dinas, disertai dengan alasan dan bukti yang
mendukung permohonan;

c. mencantumkan :
c.1 jumlah Utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran

pembayarannya,  masa  angsuran, dan besarnya jumlah
angsuran; atau

c.2 jumlah Utang Pajak yang dimohonkan penundaan
pembayarannya dan jangka waktu penundaan;

d. ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.

e. diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh
tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya
dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut



tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya;

f. tidak memiliki tunggakan sejenis tahun sebelumnya;

g. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan
pengangsuran atau penundaan.

Pasal  8

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 harus memberikan jaminan yang besarnya
ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, kecuali
apabila Kepala Dinas menganggap tidak  perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
garansi Bank, Surat/Dokumen bukti kepemilikan barang
bergerak, penanggung utang oleh pihak ketiga, sertifikat
tanah, dan/atau deposito

Pasal  9

(1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dianggap bukan sebagai surat
permohonan pengangsuran dan penundaan, sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal  permohonan pengangsuran  atau penundaan tidak
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinasdalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(3) Dalam hal  permohonan pengangsuran atau penundaan tidak
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.

Pasal  10

(1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya surat permohonan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   dapat
berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas
tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima
dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.\



(4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat  (3), jangka waktu pengangsuran atau
penundan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam
Pasal 5 dan besarnya pembayaran pengangsuran atau
penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam
Pasal 6.

Pasal  11

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak  diterima untuk
mengangsur  atau menunda pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau dianggap diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat   (3), atas Utang
Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang belum
dilunasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda  sebesar
2% (dua persen)   per bulan sejak habis masa jatuh temponya.

(2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
berdasarkan saldo Utang Pajak.

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditagih dengan menerbitkan STPD atas denda administrasi
pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal
jatuh tempo penundaan.

Pasal  12

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan  keberatan, pengurangan,
pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan
atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan
keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran,
keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut  tetap berlaku
dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditetapkan.

Pasal  13

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Utang Pajak belum diterbitkan suatu
keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan
surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran dan/atau pemberian imbalan bungan (SKPIB),
kelebihan pembayaran dan/atau pemberian Imbalan bunga
tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang
Pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Dalam  hal besarnya   kelebihan pembayaran  pajak dan/atau
pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi
Utang Pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau
penundaan, jumlah Utang Pajak yang  dipertimbangkan untuk
diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah
jumlah Utang Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan
pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal  14

(1) Dalam  hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang
menyebabkan Utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil
atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan keputusan
pengangsuran pembayaran Utang Pajak berupa menerima
seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2), masa dan besarnya angsuran dari
saldo Utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran

disesuaikan; atau
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa

angsuran yang telah disetujui.

(2) Dalam hal diterbitkan  suatu keputusan atau putusan yang
menyebabkan Utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil
atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan keputusan
penundaan pembayaran Utang Pajak berupa menerima
seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi
Utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal  15

(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa
angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dilakukan dengan prosedur :

a. Kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak serta
permintaan usulan perubahan pengangsuran;

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan
perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c. Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan perubahan
keputusan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan
usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5
(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib
Pajak.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas tidak menerima usulan
perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak , Kepala Dinas atas
nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan
pengangsuran pembayaran pajak secara jabatan dengan
ketentuan :

a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak dibagi
dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah
disetujui.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA
Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 12 September 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 16

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002


